
 

 

Jakarta, 24 September 2021 

Nomor Surat : 258.1/MHI-S.KEP/IX/2021   

Perihal  : Pencabutan Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK)  

Kepada Yth. 

Direktur PT Surya Mas Grafika 

Jl. Gunung Sahari I No 44 A  

Kel. Senen, Kec. Senen, Jakarta Pusat  

Dengan hormat, 

Sebelumnya kami mengucapkan terima kasih atas kerjasama PT Surya Mas Grafika dalam pelaksanaan 

Sertifikasi Legalitas Kayu yang telah terjalin selama ini. 

Sehubungan dengan dilaksanakannya Pembekuan Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK) atas nama PT Surya Mas 

Grafika (No. 0060/ MHI-VLK) hingga tanggal 23 September 2021 sesuai SK Lembaga MHI No. 166.1/MHI-

S.KEP/VI/2021, dan setelah melampaui batas waktu masa pembekuan tersebut, kami belum menerima 

konfirmasi mengenai kelanjutan Program Sertifikasi VLK, maka sesuai dengan persyaratan standar VLK dalam 

Kepdirjen PHPL No. SK.62/PHPL/ SET.5/ KUM.1/12/2020 dan Prosedur Survailen MHI (PVLK 09), maka 

bersama ini kami sampaikan Surat Pencabutan Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK) atas nama PT Surya 

Mas Grafika (No. 0060/ MHI-VLK)  yang berlaku sejak tanggal 24 September 2021. 

Sesuai dengan peraturan yang berlaku, maka S-LK yang telah diterbitkan untuk PT Surya Mas Grafika, wajib 

dikembalikan kepada kami, dan perusahaan tidak diperkenankan untuk mencantumkan logo sertifikasi pada 

media komunikasi, informasi dan promosi yang dipergunakan. 

Demikian penyampaian kami dengan harapan Perusahaan dapat bangkit dan beroperasi kembali.  

Atas perhatian dan kerjasamanya, kami ucapkan terima kasih 

Hormat kami, 

PT Mutu Hijau Indonesia 

 

Vysca Arryani 
Direktur  

Tembusan :   

1. Sekretaris Direktorat Jenderal PHPL u/p Kepala Bagian Program dan Pelaporan Direktorat Jenderal PHPL, KemenLHK 

2. Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, Kementerian LHK  

3. Direktur Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan (PPHH), KemenLHK 

4. Kepala Dinas Kehutanan, Prov. Banten 

5. Kepala Balai Pengelolaan Hutan Produksi (BPHP) Wilayah VI, Lampung 

6. Kasubdit Notifikasi Ekspor dan Impor Produk Industri Hasil Hutan, KemenLHK 

7. Jaringan Pemantau Independen Kehutanan (JPIK) 

 

 


